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I. UMUM 

Untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan 

udara; dan menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan 

yang memadai untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia serta 

untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas 

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu dan 

jasa terkait alat angkutan tertentu, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 16B ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, perlu diberikan kemudahan dalam bidang perpajakan 

berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas pemanfaatan jasa 

kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Agar dalam penerapan tidak menyimpang, perlu dilakukan 

pengawasan dan dalam hal fasilitas yang diberikan tidak digunakan 

sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan di bidang 
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perpajakan tersebut maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Kegiatan usahanya merupakan kegiatan usaha utama 

pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, 

penyelenggara jasa kepelabuhanan atau penyelenggara jasa 

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Namun, untuk 

kegiatan usaha di bidang jasa angkutan laut, kepemilikan surat 

izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan, antara lain surat izin 

usaha pelayaran angkutan laut, tidak secara serta merta 

menjadikan pengusaha berhak atas fasilitas Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Kegiatan usahanya merupakan kegiatan usaha utama 

pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, 

penyelenggara jasa kepelabuhanan atau penyelenggara jasa 
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